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The land has a real meaning and role necessary for human life, as everybody 
requires land during the its life untuk passing away and remembers formation of life 
and economics pattern mostly which still having pattern agrarian. Important meaning 
the relation of man with its land besides in law relationship, in customary law has 
cosmic – magical - religion relationshipl this relationship no between individuals with 
land, but also between a group of member of public a federation of customary law 
(rechtgemeentschap) in the relation of customary right for land rights. 
The purpose of research to know reasons what surrounding appearance land 
dispute of customary right for land rights in Nabire regency an process and procedures 
applied by the parties in solving of land dispute of customary right for land rights in 
Nabire Regency. 
The writer does thin research by using approach method that is empirical 
juridical with specification of research that is analytical descriptive. Data collecting 
technique aplied is primary data obtained through composing interview and secondary 
data and primary law material which in the form of law and regulation related to object 
that is accurate, secondary law material which in the form of books, masterpiece writes 
is scientific and tertiary law material which in the form of Dictionary of Indonesia 
language and Dictionary of English Language. Data obtained then is analyzed 
qualitatively. 
Based on result of research it is known that reasons surrounding appearance 
land dispute of customary right for land rights in Nabire Regency causing by 
economic factor and social jelaousy factor. The finishing process of land dispute of 
customary right for land rights in Nabire Refency is done in non litigation that is upon 
mutual consensus to be obtained agreement to custom public demand ethnic group of 
Wate and ethnic group of Yeresiam. There are two (2) steps that is deliberation phase 
and execution phase result of deliberation. Resistance / constraint faced in solving land 
dispute of customary right for land rights in Nabire Regency because of 2 factor that is 
internal factor related to temperament of the parties, discipline, level of education, un-
clarity of land boundary and factor external that is existence of third party yhat is party 
outside the parties having dispute. Needs existence of equation of perception between 
local government with customary law public about existence and customary right for 
land raghts legal status by way of improvement of cauntselling of law in land area, 
especially related to community land 
 
Keyword : land dispute, customary right for land rights, alternative o solving of 







Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan 
manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidupnya sampai 
meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian 
sebagian besar yang masih bercorak agraris. Arti penting hubungan manusia 
dengan tanahnya selain dalam hubungan hukum, dalam hukum adat mempunyai 
hubungan kosmis-magis-religius. Hubungan ini bukan antara individu dengan 
tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum 
adat (rechtgemeentschap) di dalam hubungan dengan hak ulayat. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan-alasan apa  yang melatarbelakangi 
munculnya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire serta proses dan tata 
cara yang digunakan para pihak dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di 
Kabupaten Nabire. 
Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan 
yaitu yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang dipeoleh melalui 
wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, bahan 
hukum sekunder yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum 
tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris. Data 
yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan-alasan yang 
melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire di 
sebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor kecemburuan sosial. Proses penyelesaian 
sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire dilakukan secara non litigasi yaitu 
secara musyawarah untuk diperoleh kesepakatan atas tuntutan masyarakat adat 
Suku Wate dan Suku Yeresiam. Terdapat dua (2) tahapan yaitu tahap musyawarah 
dan tahap pelaksanaan hasil musyawarah. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam 
penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire disebabkan oleh 2 
faktor yaitu faktor internal yang terkait dengan temperamen para pihak, 
kedisiplinan, tingkat pendidikan, ketidakjelasan batas tanah dan faktor eksternal 
yaitu adanya pihak ketiga yaitu pihak diluar para pihak yang bersengketa. Perlu 
adanya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum 
adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat dengan jalan 
peningkatan penyuluhan hukum di bidang pertanahan, terutama yang berkaitan 
dengan tanah ulayat. 
 







A. Latar Belakang Masalah 
Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan 
manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidupnya sampai 
meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian 
sebagian besar yang masih bercorak agraris.  
Sebagai negara yang bersistem agraris, tanah merupakan lahan penghidupan 
yang sangat layak dan kompleks bagi tiap-tiap orang untuk mencapai kemakmuran 
di berbagai bidang, yang mana tanah itu sendiri juga merupakan modal dasar 
dalam pembangunan suatu bangsa dan manfaatnya harus dapat diusahakan dengan 
sebaik-baiknya.  
Tanah bagi kehidupan manusia, mengandung makna yang multidemensional. 
Pertama, dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat 
mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat menetukan posisi 
seseoarang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital 
budaya, dapat menetukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, 
tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada 
tanah1. Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan, bahwa 
orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun 
bila hak-haknya dilanggar. 
                                                 
1 Heru Nugroho, Menggugat Kekuasaan Negara, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2001), 
hal.237 
 
Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai 
organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: 
“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. 
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 
selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Dalam Undang-Undang Pokok 
Agraria kita lihat adanya perbedaan pengertian “bumi” dan “tanah”. Untuk 
mengetahui hal tersebut dapat kita lihat dari kedua pasal dibawah ini : 
Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan : 
“ Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi 
dibawahnya serta yang berada dibawah air”. 
Pasal tersebut diatas memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 
istilah “bumi”. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pengertian bumi meliputi 
permukaan bumi ( yang disebut tanah) berikut apa yang ada dibawahnya yang 
berada dibawah air.  
Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan : 
“ atas dasar hak mengusai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh 
orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau 
badan hukum”. 
 
Dari dua pengertian diatas terlihat jelas terdapat perbedaan pengertian bumi disatu 
pihak dan pengertian tanah di pihak lainnya, dimana yang dimaksud dengan tanah 
adalah bagian permukaan bumi. 
 
Keterikatan antara orang dengan tanah yang dimiliki, menjadi sangat 
kompleks dengan berbagai dimensinya, sehingga proses pengambilan tanah 
penduduk tanpa adanya unsur “kerelaan” dari pemegang hak akan menimbulkan 
banyak masalah. Persoalan pengadaan tanah, pencabutan hak atau pelepasan hak 
atau apapun namanya selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan 
secara seimbang yaitu kepentingan “Pemerintah” dan kepentingan “Warga 
masyarakat”. Dua pihak yang terlibat itu yaitu “Penguasa” dan “Rakyat” harus 
sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku 
mengenai hal tersebut. Bilamana hal tersebut tidak diindahkan akan timbul 
persoalan-persoalan yang bisa memicu terjadinya sengketa.  
Dominasi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tanah dibidang ekonomi 
diwujudkan melalui pemanfaatan tanah sesuai dengan  ketentuan UUPA dengan 
berbagai jenis hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna 
Usaha dan sebagainya. Akibat pemanfaatan tanah sesuai dengan kebutuhan 
manusia melalui perbuatan hukum sering menimbulkan hubungan hukum sebagai 
contoh pemilikan hak atas tanah. Selain itu tanah juga sering menjadi obyek yang 
sangat subur untuk dijadikan ladang sengketa oleh berbagai pihak dan kelompok2. 
Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi dimana semakin tahun 
semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di 
daerah perkotaan maupun di pedesaan. Persoalan tanah selama ini sangat relevan 
untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama 
dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan selama ini. Hal ini karena 
                                                 
2 Arif Budiman, Fungsi Tanah dan Kapitalis,(Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hal.69 
 
ditingkat implementasi kebijakan yang diperlihatkan selama ini telah mengabaikan 
aspek struktural penguasaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai 
macam sengketa. 
Kasus pertanahan yang seringkali terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan 
para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain : 
1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi negara ; 
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara ; 
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta ; 
4. Konflik antara rakyat. 
Arti penting hubungan manusia dengan tanahnya selain dalam hubungan 
hukum, dalam hukum adat mempunyai hubungan kosmis-magis-religius. 
Hubungan ini bukan antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok 
anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (rechtgemeentschap) di dalam 
hubungan dengan hak ulayat3. 
Sengketa tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire, yaitu mengenai Pelepasan 
Hak atas tanah Hak Ulayat Suku Wate kepada Pemerintah Kabupaten Nabire (dulu 
Kabupaten Administratif Paniai) merupakan contoh konkretnya. Berdasarkan Surat 
Keputusan bersama dari Kepala Kampung Oyehe bersama seluruh rakyat nabire, 
tertanggal 6 Mei 1966 No. 001/KPTS/5/1966 tentang penyerahan 3 (tiga) bidang 
tanah kepada Pemerintah dengan sukarela tanpa menuntut ganti kerugian, 
disebutkan bahwa : 
                                                 
3 Jhon Salindeho, Manusia Tanah Hak dan Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994), hal.33 
 
Untuk kepentingan Proyek Pembangunan Nabire dalam arti luas, maka 
menyerahkan dengan sukarela tanpa menuntut ganti kerugian kepada Pemerintah 
sejumlah 3 (tiga) bidang tanah berturutan terletak sebagai berikut: 
1. 5 (lima) kilometer lebar terhitung dari sungai Oyehe melebar ke Timur 
Kejurusan Napan-Weinami dan membujur panjang kedaratan sampai dikaki 
Gunung Tinggi ± 150 (seratus lima puluh) kilometer. 
2. 5 (lima) kilometer lebar terhitung dari sungai Nabire melebar ke Barat 
kejurusan Kampung Hamuku dan membujur panjang kedaratan sampai di Kaki 
Gunung Tinggi ± 150 (seratus lima puluh) kilometer. 
3. Tanah-tanah yang dihimpit oleh sungai Oyehe dan Sungai Nabire ( tanah yang 
terletak di antara sungai Oyehe dan Sungai Nabire), terhitung dari pantai 
membujur panjang kedaratan sampai di kaki Gunung Tinggi ± 150 (seratus 
lima puluh) kilometer. 
Namun dalam perkembangannya, oleh para ahli waris dari para pihak yang 
menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Bersama tersebut di atas, 
melakukan klaim sepihak atas ketidakabsahan Surat tersebut, sehingga meminta 
ganti kerugian atas tanah yang telah di serahkan kepada Negara ( Pemerintah 
Kabupaten Nabire) salah satunya adalah keberadaan Bandar Udara Nabire yang 
berada di atas tanah yang menjadi obyek sengketa Hak Ulayat ini.  
Pengklaiman ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar, sebab di atas 
tanah-tanah yang oleh Suku Wate telah diserahkan berdasarkan Surat Keputusan 
Bersama tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Nabire, telah menjadi Ibukota 
Kabupaten Nabire yang berarti di atas Tanah Negara tersebut telah muncul 
 
berbagai Hak atas Tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna 
Usaha maupun Hak Pakai atas tanah negara, yang dapat dibuktikan dengan 
Sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat yang di terbitkan oleh Kantor 
Pertanahan, sehingga dengan munculnya klaim sepihak ini menimbulkan 
ketidakpastian hukum. 
Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka melalui karya tulis ini akan 
penulis susun dalam bentuk penulisan hukum tesis yang berjudul : Penyelesaian 
Sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat 
dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :  
1. Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat 
di Kabupaten Nabire Provinsi Papua? 
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire 
Provinsi Papua? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui alasan-alasan apa yang melatarbelakangi munculnya 
sengketa tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua? 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat di 
Kabupaten Nabire Provinsi Papua? 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 
perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pertanahan tentang 
Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat dalam kajian Hukum Adat dan 
Hukum Tanah Nasional. 
 
2. Manfaat praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jalan keluar terhadap 
permasalahan yang timbul atau yang dihadapi dalam masalah pertanahan 
khususnya mengenai penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat di 
Kabupaten Nabire Provinsi Papua. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 
sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah 
pertanahan khususnya mengenai penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat 
di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. 
 
E. Sistematika Penulisan  
Bab I :Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian. 
Sistematika Penulisan Tesis. 
 
Bab II :Tinjauan Pustaka, yang berisi uraian tentang Pengertian Hukum 
Adat. Uraian tentang Hukum Adat dalam Perundang-undangan. 
Uraian tentang Tinjauan Umum tentang Hak Ulayat yang berisi 
tentang Pengertian Tanah Ulayat, Subyek dan Obyek Hak Ulayat 
serta Cara Terjadinya, Konsepsi Hak Ulayat menurut Hukum Adat, 
Konsepsi Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional, Kedudukan Hak 
Ulayat setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman 
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Hukum Adat. Uraian tentang 
Pelepasan Hak Atas Tanah 
Bab III :Metode Penelitian terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi 
Penelitiannya, Lokasi Penelitiannya, Populasi dan Sampel, jenis dan 
Sumber Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Bab IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan 
tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum Kabupaten Nabire 
yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan dan demografii, uraian 
mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi sengketa tanah hak 
ulayat di Kabupaten Nabire, uraian mengenai proses penyelesaian 
sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire. 
Bab V :Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan 










1. Pengertian Hukum Adat 
Istilah hukum adat, merupakan terjemahan dari “adatrecht”, yang untuk 
pertama kalinya diperkenalkan oleh C.Snouck Hurgonje di dalam karya-
karyanya yang masing-masing berjudul “ De Atjehers” dan “Het Gajoland en 
Zinje Bewoner” 4. Snouck Hurgonje, memberikan arti hukum adat sebagai “ 
Die rechtsgevolgen hebben” (adat-adat yang mempunyai akibat hukum ). 
Sebelum diperkenalkannya istilah adatrecht oleh C. Snouck Hurgonje, di 
dalam peraturan perundang-undangan Belanda, sering dipakai istilah-istilah 
seperti “godsdienstigewetten”, “volksinstelligen en gebruiken”, “instellingen 
des volks” dan sebagainya5. Di dalam perundang-undangan Belanda, istilah 
“adatrecht” baru dipergunakan sejak tahun 1920, yakni dalam peraturan 
perguruan tinggi ( N.stb. 1920 nomor 105) dan di dalam Academisch Statunt6. 
                                                 
4 Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia,(Jakarta : Kurniaesa, 1981), 
hal 28 
5 Ibid, hal.30 
6 Ibid..hal 34 
 
 Van Vollenhaven didalam bukunya “Het Adatrecht van nedelandsch – 
indie”, menulis bahwa hukum adat adalah “perangkat kaidah yang berlaku bagi 
penduduk asli dan golongan timur asing yang di satu pihak mempunyai sanksi 
(karena itu merupakan “ilmu”) dan di pihak lain tidak dikodifikasikan (karena 
itu merupakan “adat”)7. 
Teer Haar mengemukakan dua perumusan yang menunjukkan perubahan 
pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat. Di dalam pidato Dies 
tahun 1930 dengan judul “Peradilan Landraad berdasarkan hukum tidak 
tertulis”, ia memberikan batasan hukum adat sebagai berikut: 
1. Timbul dan terpelihara dalam keputusan-keputusan dari warga-warga 
(masyarakat) hukum, teruatama keputusan yang berwibawa dari kepala-
kepala rakyat yang ikut serta dalam perilaku hukum atau pada terjadinya 
pertentangan kepentingan, keputusan-keputusan hakim yang mengadili 
perkara, sepanjang keputusan itu sebagai akibat kesewenang-wenangan  
atau kebodohan- tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, 
tetapi hal itu tercakup dalam kesadaran hukum sehingga diterima dan 
kemudian dipatuhi.8 
2. Sedangkan rumusan yang kedua dalam orasinya tahun 1937 yang berobyek 
“Hukum adat, adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam 
keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas), yang mempunyai 
                                                 
7 Opcit.hal 28 
8 Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bakal Pengantar.,(Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 6 
 
wibawa (macht, authority) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya 
berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati9. 
Soepomo memberikan rumusan, hukum adat adalah : 
“Sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstatory 
law), hukm yag hidup sebagai  konvensi di badan-badan hukum negara 
(parlemen, dewan propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai 
peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di 
kota-kota maupun di desa desa (customry law)10”.  
Inti perumusan yang diberikan oleh Soepomo tersebut, terletak pada 
pernyataan tentang hukum adat sebagai hukum tidak tertulis. Dari perumusan 
Soepomo yang lain, akan dapat diketahui bahwa pendapatnya mengikuti 
perumusan yang telah diberikan oleh Ter Haar. Hal tersebut dapat di telaah dari 
apa yang kemukakan bahwa : 
Hukum adat, adalah hukum non statuter yang sebagaian besar adalah 
hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itupun 
dilingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim, yang berisi 
asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum 
adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang 
nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus 
dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.11 
Apabila dilihat perbedaan utama antara pendapat Teer Haar dengan 
Soepomo, terletak pada faktor-faktor pengakuan dan penguatan adat istiadat 
                                                 
9 Soerjono, Op.cit. hal.29 
10 Iman Sudiyat. Op.cit.hal 6 
11 Soepomo, Op.Cit ,hal.30 
 
oleh pejabat hukum, yang menurut Ter Haar merupakan unsur yang mutlak 
yang menentukan lahirnya hukum dari adat-istiadat. 
Sesungguhnya sangat banyak dapat ditemukan rumusan-rumusan tentang 
hukum adat, namun dari ketiga rumusan tersebut, kiranya sudah cukup untuk 
memberikan gambaran  tentang batasan-batasan hukum adat. Selain itu perlu 
pula untuk dikemukakan, rumusan hukum adat di dalam seminar dan berbagai 
pertemuan ilmiah di bidang hukum, telah mengkonstantir tentang betapa 
pentingnya kedudukan hukum adat dalam rangka pembinaan hukum nasional. 
Di dalam seminar hukum nasional  ke III di Surabaya, tanggal 11 – 15 Maret 
1975 secara tegas dinyatakan, bahwa pembinaan hukum nasional harus 
memperhatikan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dalam 
masyarakat (the living law). Selanjutnya di dalam seminar Hukum Adat dan 
pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 
15-17 januari 1975 kita, memperoleh gambaran tentang peranan hukum adat 
yang dirumuskan sebagai berikut : 
1. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh 
bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada 
unifikasi hukum. 
2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum 
nasional pada dasarnya berarti : 
a. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat 
untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi 
kebutuhan masyarakat kini. 
 
b. Penggunaan lembaga-lembaga adat yang dimodernisir dan disesuaikan 
dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan sifat-sifat kepribadian 
Indonesia-nya. 
c. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam 
lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk 
memperkaya kehidupan hukum. 
3. Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur 
hukum adat, maka peranan dan kedudukan hukum adat telah terserap ke 
dalam hukum nasional.12 
Dengan demikian hukum adat diartikan sebagai hukum indonesia asli 
yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, 
yang disana sini mengandung unsur Agama. 
 
2. Hukum Adat dalam Perundang-undangan 
Setelah kita memperoleh gambaran tentang pengertian Hukum Adat, 
berikut akan dikemukakan tentang hukum adat dalam perundang-undangan 
Republik Indonesia. Uraian berikut mengedepankan tentang landasan yuridis 
berlakunya hukum adat, dalam kedudukan dan peranannya dalam perundang-
undangan.  Pengertian peraturan perundangan-undangan di sini diartikan 
sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang. Pembahasan 
                                                 
12 Abdurachman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, (Bandung : 
Alumni), hal 150-151 
 
Undang-Undang di sini di batasi pada Undang-Undang dalam arti materiil, 
artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang 
sah, ruang lingkupnya adalah : 
a. Peraturan Pusat atau Algemene Verordering, yakni peraturan tertulis yang 
dibuat oleh pemerintah pusat, yang berlaku umum diseluruh atau sebagaian 
wilayah negara. 
b. Peraturan setempat atau locale verordering, yang merupakan peraturan 
tertulis, yang dibuat oleh penguasa setempat dan hanya berlaku di tempat 
atau daerah itu saja13. 
Uraian didasarkan pada hierarki perundang-undangan dan hukum adat di 
sini, diidentikkan dengan hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis),sedangkan 
yang akan dibahas adalah kedudukan hukum adat yang dirumuskan dalam 
peraturan perundang-undangan tersebut. 
a. UUD 1945 
Apabila diteliti, sebelum amandemen ke II tahun 2000 di dalam UUD 
1945 tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas menyinggung 
persoalan tentang hukum adat. Untuk itu merupakan suatu hal yang 
menarik untuk diamati, bahwa sekalipun oleh banyak kalangan hukum adat 
                                                 
13 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, (Bandung : 
Alumni, 1979), hal. 6 
 
diterima sebagai salah satu sumber hukum, namun Undang-undang Dasar 
sama sekali tidak menyebutkan14. 
Didalam penjelasan UUD 1945 yang menurut hukum tata negara 
indonesia mempunyai nilai yuridis, kita akan mendapatkan ketentuan 
sebagai berikut : 
Undang-undang Dasar Negara adalah hanya sebagian dari hukum dasar 
negara itu. Undang –undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, 
sedangkan disamping Undang-undang Dasar berlaku juga hukum dasar 
yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara 
dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. 
 
Di sini perlu dipertanyakan, apakah hukum dasar yang tidak tertulis 
itu dapat dipandang sebagai bagian dari hukum Adat Indonesia ataukah 
sebaliknya hukum berinduk pada hukum dasar yang tidak tertulis. Para ahli 
hukum tata negara umumnya memberikan arti hukum dasar tertulis itu 
sebagai “konversi”, yang biasanya dicontohkan dengan praktek 
ketatanegaraan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun 
apabila kita mengkajinya lebih jauh dan melihat apa yang dikemukakan 
oleh Soepomo tentang hukum adat, yang pada intinya bahwa hukum adat 
adalah sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif 
(unstatory law), hukum yang hidup sebagai konversi dalam badan-badan 
hukum negara (parlemen, dewan propinsi dan sebagainya), hukum yang 
hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan 
                                                 
14Satjipto Rahardjo, “Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, dalam konteks perubahan sosial” dalam 
masalah-masalah hukum No. 5 Tahun XII, 1983.,hal 52  
 
hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (customary law), maka 
konversi tersebut juga termasuk golongan hukum adat.  
Dalam Pasal II AP disebutkan “ Segala badan negara dan peraturan 
yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru 
menurut Undang-undang Dasar ini”. Pasal II AP ini dimaksudkan untuk 
mengisi kekosongan hukum (rechtsvacum) terhadap permasalahan-
permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan. Mengingat 
pada waktu proklamasi kemerdekaan dan yang menurut penulis juga 
sampai saat ini belum ada satu ketentuan yang mengatur secara tegas 
mengenai peranan dan kedudukan hukum adat, maka aturan-aturan yang 
mengatur tentang hukum adat untuk sebagian msih dapat dipandang 
berlaku. 
Setelah Amandemen ke II tahun 2000 didalam UUD 1945 mengenai 
hukum adat dituangkan dalam Bab IV Pasal 18 B (2) dan penjelasan Pasal 
18 (2). 
Didalam Pasal 18 B (2) disebutkan :  
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. 
 
b. Hukum Adat  dalam Undang-Undang Pokok Agraria 
Hukum agraria nasional yang telah berhasil diwujudkan oleh UUPA 
menurut ketentuannya adalah didasarkan pada hukum adat, yang berarti 
hukum adat menduduki posisi yang sentral di dalam sistem hukum agraria 
 
nasional.  Hal yang demikian secara in abstracto mungkin dapat dengan 
mudah di tunjukkan dasar-dasarnya, akan tetapi bilamana kita ingin 
melihatnya secara konkret akan banyak timbul kesulitan dalam menentukan 
bagaimana tempat hukum adat yang dikatakan sebagai dasar dari pada 
hukum agraria nasional itu. Dalam menanggapi  tentang apa  dan 
bagaimana posisi hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional kita 
memasuki perbincangan yang panjang tentang bagaimana kedudukan 
hukum adat itu sebenarnya dalam sistem hukum agraria nasional. Dengan 
berlakunya UUPA menurut Wirjono Projodikoro maka negara indonesia 
membuka jalan dengan tegas bagi perkembangan hukum di indonesia ke 
arah tentang berlakunya hukum adat sebagai inti hukum bagi segenap 
penduduk Indonesia pada khususnya15. 
Prof. Hazairin mengemukakan pendapatnya mengenai persoalan ini 
dalam salah satu tulisannya “ dengan UUPA No.5 Tahun 1960 yang juga 
bertujuan unifikasi telah dicabut hukum adat mengenai tanah dan air 
dengan menggantinya dengan hukum agraria yang  bercorak modern 
sebagai satu-satunya hukum tanah di Indonesia, sebab juga hukum agraria 
kolonial dan hukum tanah dalam Buku II KUH Sipil ( Perdata ) ikut 
dicabut”. Seterusnya dikemukakannya, bahwa ketentuan agraria yang baru 
itu terutama berdasar atas asas-asas hukum tanah adat. 16 
Berbeda dengan pandangan tersebut di atas, Prof. Sudirman 
Kartohadiprodjo menyatakan, bahwa UUPA itu akan disusun berdasarkan 
hukum adat tetapi kenyataannya adalah pemikiran yang dipergunakan 
untuk menyusun itu adalah pemikiran yang bertentangan dengan dasar 
                                                 
15 Wirjono Projodikoro, Rancangan Undang-Undang Hukum Perjanjian Hukum dan Masyarakat, 
Kongres I, 1961,. Hal.105 
16Hazairin, Sekelumit Persangkutpautan Hukum Adat dalam tujuh Serangkaian tentang Hukum, Tirta 
Mas, 1974,. Hal. 37 
 
pemikiran hukum adat17. Dalam memberikan gambaran mengenai hukum 
hukum agraria adat yang berlaku sebelum lahirnya UUPA, Boedi Harsono 
mengemukakan bahwa hukum agraria yang tidak tertulis terutama adalah 
hukum agraria adat yang bersumber pada hukum adat. Biarpun pokok-
pokok dan asas-asasnya sama, tetapi hukum agraria adat itu menunjukkan 
juga perbedaan-perbedaan menurut daerah / masyarakat tempat berlakunya. 
Berhubung warna pula, sehingga disebut pluralistis. Kiranya kebhinekaan 
dari hukum agraria adat ini, ditambah dengan kenyataan bahwa isinya tidak 
diletakkan di dalam peraturan-peraturan yang tertulis mengurangi kepastian 
hukum terutama adalah hubungan-hubungan dengan orang luar18. 
Sedangkan Sudargo Gautama mengemukakan mengenai masalah ini, 
jika menghadapi persoalan-persoalan hukum adat acap kali timbul keragu-
raguan tentang apakah yang sebenarnya yang merupakan hukum dan 
apakah sesungguhnya isi dari pada hukum adat itu. 
Benar tidak dapat disangkal, apa yang dikemukakan oleh Bapak 
Hukum Adat Van Vollenhoven dan muridnya Guru besar yang kenamaan 
Teer Haar, bahwa dalam hal ini keragu-raguan akan hukum bukanlah 
disebabkan karena hukum adatnya, tetapi karena si pelaksanan hukum 
sendiri kurang pengetahuannya tentang hukum adat ini. Akan  tetapi 
menurut Sudargo Gautama, kiranya juga tidak dapat diingkari bahwa tiap-
                                                 
17 Sudirman Kartodiprodjo, Hukum Nasional Beberapa Catatan, Bina Cipta,Bandung,1971 hal 16-17 
18 Boedi Harsono, Op.Cit. Hal.50 
 
tiap lingkungan hukum (rechtkring), tidak sedikit disebabkan karena 
kenyataan bahwa hukum adat ini merupakan hukum yang tidak tertulis. 
Dengan berlakunya UUPA ini, hukum adat yang tidak tertulis ini 
dinyatakan sebagai hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa 
(Pasal 5). Hal ini berarti, bahwa sebagian dari hak-hak yang tadinya diatur 
oleh hukum tertulis (yakni hak-hak menurut sistem hukum barat), kini 
isinya tidak lebih lama akan diatur oleh hukum tertulis. Bahwa tentang 
isinya dalam hubungan dengan hak-hak lain, dengan hak-hak orang-orang 
lain dan sebagainya, dalam banyak hal akan timbul keragu-raguan kiranya 
tidak dapat disangkal. Tidak tertulisnya hukum adat, banyak sedikitnya 
mempengaruhi pula ketidakpastian ini. Pada hal pembuat UUPA sendiri 
dengan tegas mengemukakan, sebagai salah satu tujuan utama dari pada 
peraturan pokok tersebut bahwa ketidakpastian hukum harus dilenyapkan19.  
Dari pandangannya tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa ia 
beranggapan bahwa posisi penting dari pada hukum adat itu dalam sistem 
hukum agraria hanyalah untuk sementara waktu saja karena hukum adat 
kurang menjamin kepastian hukum, sedangkan ketidakpastian hukum harus 
dihilangkan berarti pula hukum adat harus ditinggalkan. 
Hal yang demikian jelas dikemukakannya pada waktu menyinggung 
Pasal 58 UUPA, dimana dikatakan benar dalam pasal tersebut dinyatakan 
bahwa selama peraturan pelaksanaan dari pada UUPA belum terbentuk, 
maka semua peraturan agraria lama baik yang tertulis maupun tidak tertulis 
                                                 
19 Sudargo Gautama,Op.cit.hal 15 
 
harus dipandang sebagai tetap berlaku. Tetapi tetap berlakunya peraturan 
lama ini dibatalkan oleh suatu pengecualian, yakni bahwa peraturan-
peraturan ini hanya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dari jiwa 
dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini (UUPA).20 
Dalam menanggapi ketentuan pasal 5 UUPA tersebut Soerjono 
Soekanto menyatakan bahwa Pasal 5 tersebut harus di telaah secara 
sistematis yuridis dengan pasal-pasal lainnya dalam UUPA tersebut. 
Memang merupakan masalah yang sukar dipecahkan, oleh karena ini Pasal 
5 tersebut, sehingga secara sosiologis timbul 2 kecenderungan, yakni : 
I. Kecenderungan untuk menjauhkan hukum adat dari proses modernisasi 
artinya menyimpan atau “coser verent”. 
II. Kecenderungan untuk mengganti Hukum Adat. 
Kesimpulan di atas dapat ditarik apabila UUPA dipelajari secara 
menyeluruh atas dasar pernyataan apakah benar hukum adat yang berlaku?  
Banyak inkonsistensi yang dapat diketemukan seterusnya. Kemungkinan 
besar hal itu timbul oleh karena pembentuk UU tidak berhasil sepenuhnya 
menemukan hubungan antara tahap-tahap “het stelsel Verdertebauwen” 
dengan “Verbouwen Van Het Stelsel “ dari het hukum adat tersebut. 
Dengan demikian sukar untuk menentukan kedudukan dan peranan hukum 
adat secara tepat21. 
                                                 
20 Ibid. Hal.8 




3. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat 
a. Pengertian Tanah Ulayat. 
Undang-undang Pokok Agraria tidak menyebutkan penjelasan 
tentang Hak Ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut 
beschikkingsrecht22. Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak 
yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, 
berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya 
dengan daya laku kedalam maupun keluar ( Laporan penelitian integrasi 
Hak Ulayat ke dalam yurisdiksi UUPA, Depdagri – Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada Tahun 1978)23. 
Secara teoritis pengertian antara masyarakat hukum dan masyarakat 
hukum adat berbeda. Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat 
hukum adat sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk 
pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan mayarakat hukum adat adalah 
masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang beridirinya 
tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau 
penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang lebih besar diantara sesama 
anggota yang memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar 
                                                 
22 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta : 
Kompas, 2005) Hal. 55 
23 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Jogjakarta : Liberty), Hal.1 
 
dan menggunakan wilayahnya sebagaii sumber kekayaan yang hanya dapat 
dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya24. 
Dengan demikian Hak Ulayat menunjukkan hubungan hukum antara 
mayarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah / wilayah tertentu sebagai 
objek hak.  
Hak Ulayat berisisi wewenang untuk :  
i. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk 
pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan 
pemukiman/persawahan baru) dan pemeliharaan tanah. 
ii. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah 
(memberikan hak tertentu kepada objek tertentu) 
iii. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-
perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan). 
Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya 
adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya 
dalam konsep hubungan antara negara dan tanah menurut Pasal 33 ayat 3 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian 
Hak Ulayat lebih lanjut merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban 
suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang 
terletak dalam lingkungan wilayahnya. Sebagai pendukung utama 
penghidupan di kehidupan masyarakat yang bersangkutan. 
                                                 
24 Ibid Hal.56 
 
Mengenai eksistensi Hak Ulayat, UUPA tidak memberikan kriteria 
mengenai eksistensi hak ulayat itu. Namun, dengan mengacu pada 
pengertian-pengertian fundamental diatas, dapatlah dikatakan, bahwa 
kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga 
hal, yakni : 
1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu, 
sebagai subyek hak ulayat; 
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai Lebensraum 
yang merupakan obyek hak ulayat; dan  
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan 
tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas25 
Dipenuhinya persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup 
obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, 
sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau 
wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak 
mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka 
hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. 
Sementara itu, Boedi Harsono, mengemukakan bahwa hak dan 
kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu 
: 
                                                 
25 Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: Penerbit 
Buku Kompas,2001),hal.57 
 
1. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang 
termasuk bidang hukum perdata. 
2. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin 
pengusaan, pemeliharaan, peruntukkan dan pengguanaannya yang 
termasuk bidang hukum publik. 
 
b. Subyek dan Obyek Hak Ulayat serta Cara terjadinya. 
Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat 
hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu26. Masyarakat hukum 
adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 
1. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat 
tinggal di tempat yang sama. 
2. Masyarakat hukum adat geneologik, disebabkan para warganya terikat 
oleh pertalian darah. 
Selanjutnya, Bushar Muhamad mengemukakan obyek Hak Ulayat meliputi 
:27 
a. Tanah (daratan) 
b. Air (perairan seperti : kali, danau, pantai, serta perairannya) 
c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon 
untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya). 
d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan. 
                                                 
26 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi 
dan Pelaksanaannya,(Jakarta: Djambatan, 1999) Hal.182 
27 Bushar Muhamad, Pokok-pokok Hukum Adat,(Jakarta, Praduya Paramitha, 2000), Hal.13 
 
Hak ulayat mempunyai sifat berlaku keluar ke dalam. Maka 
kewajiban yang pertama penguasa adat yang bersumber pada hak tersebut 
adalah memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota masyarakat 
hukumnya, mencegah terjadinya perselisihan dalam pengguanaan tanah 
dan jika terjadi sengketa ia wajib menyelesaikannya. Memperhatikan hal 
tersebut maka pada prinsipnya penguasa adat diperbolehkan mengasingkan 
atau mengalihkan seluruh atau sebagaian tanah wilayahnya kepada 
siapapun. Hal ini mengandung arti bahwa, ada pengecualian, dimana 
anggota masyarakat hukum adat diberikan kekuasaan untuk menggunakan 
tanah yang berada pada wilayah hukumnya. Agar tidak terjadi konflik 
antara warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada penguasa 
adat yang tidak bersifat permintaan ijin membuka tanah. Keadaan inilah 
yang disebut dengan kekuatan berlaku ke dalam. 
Sedangkan terhadap sifat berlaku keluar adalah hak ulayat 
dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dari masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan terhadap orang asing atau bukan anggota 
masyarakat yang bermaksud ingin mengambil hasil hutan atau membuka 
tanah dalam wilayah hak ulayat tersebut.  
Menurut Boedi Harsono, hak ulayat sebagai hubungan hukum 
konkrek pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu 
kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan tanah yang bersangkutan kepada 
orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak Ulayat sebagai 
lembaga hukum sudah ada sebelumnya. Karena masyarakat hukum adat 
 
yang bersangkutan bukan yang satu-satunya mempunyai Hak Ulayat. Bagi 
sesuatu masyarakat hukum adat tertentu, hak ulayat bisa tercipta karena 
pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya, menjadi masyarakat 
hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai 
tanah ulayatnya28. 
 
c. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat 
Konsepsi Hak Ulayat menurut Hukum Adat dapat dirumuskan 
sebagai konsepsi yang komunalistik religius, yang memungkinkan 
penguasaan tanah secara indivisual, dengan hak-hak atas tanah yang 
bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat 
komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyakat 
hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum adat disebut Hak 
Ulayat. 
Pengertian terhadap istilah Hak Ulayat lebih lanjut ditegaskan oleh G. 
Kertasapoetra dan kawan-kawannya yang menyatakan bahwa “hak ulayat 
merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan 
hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban 
pemanfaatan/pendayagunaan tanah. 
Hak Ulayat merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa, suku) 
dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) mempunyai hak 
untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada disekitar lingkungannya 
                                                 
28 Boedi Harsono, Op.Cit. Hal.272 
 
dimana pelaksanaannya diatur oleh Ketua Persekutuan (kepala suku/kepala 
desa) yang bersangkutan29.  
Sedangkan Boedi Harsono mengatakan bahwa : 
“Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu 
masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak 
dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama 
penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang 
masa. Wewenang dan kewajiban tersebut yang termasuk bidang hukum 
perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah 
tersebut. Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan 
untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan, penggunaan, dan 
pemeliharaannya”30. 
 
Dengan demikian, Hak Ulayat adalah sebutan yang dikenal, dalam 
kepustakaan hukum adat sedangkan dikalangan masyarakat hukum adat 
diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Hak Ulayat 
merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat 
yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu 
masyarakat hukum adat tertentu,yang merupakan tanah kepunyaan bersama 
para warganya.  
Bersifat magis religius bahwa hak ulayat tersebut merupakan tanah 
milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan 
merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur kepada masyarakat 
adat sebagai unsur terpenting bagi kehidupan mereka sepanjang masa dan 
sepanjang kehidupannya berlangsung. 
                                                 
29 G.Kertasapoetra,R.G.Kertasapoetra,A.Setiabudi,  Hukum Tanah,Jaminan Undang-Undang Pokok 
Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, (Jakarta:PT.Bina Aksara 1985) Hal.88 
30 Boedi Harsono,Op.Cit.Hal.186 
 
Menurut Sukamto, hubungan antara persekutuan hukum dengan 
tanahnya (Ulayat) diliputi suatu sifat yang disebut Religio Magis yang 
artinya para warga persekutuan hukum (masyarakat) yang bersangkutan 
dan pikirannya masih kuat dipengaruhi oleh serba roh y;ang menciptakan 
gambaran bahwa segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pemanfaatan 
atau pendayagunaan tanah harus dilakukan secara hati-hati. Karena adanya 
potensi-potensi gaib31. 
Dengan demikian hak ulayat adalah hak milik bersama persekutuan 
warga masyarakat yang mempunyai nilai kebersamaan yang bersifat Magis 
Religius serta sakral yang sudah ada sejak dahulu dan dikuasainya secara 
turun temurun yang oleh para ilmuwan disebut sebagai proses budaya 
hukum. 
 
d. Konsepsi Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional 
Hak Ulayat terdapat dalam Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena 
penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat 
dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian 
menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya 
pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan 
keragaman dalam Hukum Adat yang secara tidak langsung berpengaruh 
pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak pengusaaan 
atas tanah hak milik adat.  
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Namun seiring perkembangan ilmu di segala bidang termasuk ilmu 
pertanahan maka kemudian lahirlah suatu produk hukum yang dipandang 
dapat mengakomodir keragaman-keragaman mengenai hukum pertanahan 
dalam negara kita sehingga unifikasi hukum sebgai salah satu tujuan 
dikeluarkan produk hukum ini dapat terwujud.  
Lahirnya UUPA bukan berarti meniadakan keragaman yang ada 
dalam hukum adat khususnya mengenai tanah tetapi lebih mengatur 
ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh warga negara mengenai hukum 
pertanahan Indonesia. Sehingga untuk hukum adat pengaturannya 
diserahkan kepada peraturan hukum yang berlaku di daerahnya masing-
masing dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan 
kepentingan nasional serta peraturan lain yang lebih tinggi. Salah satunya 
adalah pengaturan mengenai hak ulayat.  
Walaupun tidak semua daerah atau wilayah di Indonesia mengakui 
keberadaan hak ulayat bukan berarti hak ulayat tidak diatur dalam UUPA 
sebagai hukum nasional. Hal ini karena sebagian besar materi diambil dari 
hukum adat. Pengaturan hak ulayat dalam UUPA terdapat dalam Pasal 3 
yaitu pengakuan mengenai keberadaan dan pelaksanaannya. Eksistensi hak 
ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan 
sepanjang kenyataannya masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka 
implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasioanal 
bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih 
tinggi. Dalam hal ini kepentingan sesuatu masyarakat hukum adat harus 
 
tunduk kepada kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi 
dan luas. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana 
berbangsa dan bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat 
yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak. 
 
e. Kedudukan Hak Ulayat setelah berlakunya Peraturan Menteri 
Agraria/Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman 
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
Menurut Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 menurut Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud 
dengan Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai 
oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan 
lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber 
daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan 
hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan 
batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat 
tersebut yang bersangkutan. 
Pasal 2 ayat (1) pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang pada 
kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pasal 2 ayat (2) 
Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila : 
1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan 
hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum 
 
tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan 
persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. 
2. Terdapat tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para 
warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil 
keperluan hidupnya sehari-hari. 
3. Terdapat tatanan hukum adat menguasai pengurusan, penguasaan dan 
penggunaan tanah ulayat yang berlau dan ditaati oleh para warga 
persekutuan hukum tersebut. 
Dalam Pasal 4 ayat (1) penguasaan bidang-bidang tanah yang 
termasuk Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh 
perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan : 
1. Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak 
penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang 
apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak 
atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA. 
2. Oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah 
menurut ketentuan UUPA berdasarkan pemberian hak dari negara 
setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat atau oleh 
warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang 
berlaku32. 
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Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum Adat, dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah 
melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan 
masalah Hak Ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada didaerah 
yang bersangkutan. 
Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip 
pengakuan terhadap Hak Ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat 
hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok Agraria. Kebijaksanaan tersebut meliputi : 
a. Penyamaan persepsi mengenai Hak Ulayat (Pasal 1) 
b. Kriteria dan penentuan masih adanya Hak Ulayat hak yang serupa dari 
masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan Pasal 5). 
c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah Ulayatnya ( Pasal 
2 dan Pasal 4 ) 
 
4. Pelepasan Hak Atas Tanah  
Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa 
Penyerahan atau Pelepasan Hak atas Tanah adalah kegiatan melepaskan 
hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang 
dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. 
 
Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Pelepasan atau penyerahan hak 
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip 
penghormatan terhadap hak atas tanah. 
Adapun mengenai syarat-syarat Pelepasan Hak atas Tanah menurut Pasal 
2 Perpres ini disebutkan bahwa Pengadaan tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 
Selain pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan 
dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara 
sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan 
Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur untuk pengadaan tanah 
yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, sedangkan untuk 
pengadaan tanah di wilayah kabupaten/kota, panita pengadaan tanah dibentuk 
oleh Bupati/Walikota. 
Prosesnya sebagai berikut : 
a. Panitia mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, 
tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang 
haknya akan dilepaskan atau diserahkan 
b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan 
dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya. 
c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan 
atau diserahkan. 
 
d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang 
terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah 
mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk 
konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media 
elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena 
rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah. 
e. Mengadakan musyarawah dengan para pemegang hak atas tanah dan 
instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah 
dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi 
f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemgegan 
hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas 
tanah. 






















Dalam dunia penelitian termasuk penelitian hukum, dikenal berbagai macam 
dan tipe penelitian. Terjadinya pembedaan jenis penelitian, didasarkan sudut 
pandang dan cara peninjauannya. Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk 
penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan dari 
sudut disiplin ilmu pengetahuan jenis dipandang penting, karena ada kaitan erat 
antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode, serta analisis data yang 
harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna 
mencapai nilai validitas data yang tertinggi, baik data yang dikumpulkan maupun 
hasil akhir penelitian yang dilakukan33. 
Menurut Maria S.W. Sumardjono, penelitian merupakan suatu proses 
penentuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis yang 
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terencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah34. Seluruh proses penelitian 
merupakan kegiatan terkait. Ada suatu benang merah yang dapat ditarik berawal 
dari pemilihan judul serta perumusan masalah yang harus sinkron dengan tujuan 
penelitian. Dengan tinjauan pustaka yang dikemukakan, dapat dilihat kerangka 
berpikir yang berhubungan dan menunjang penelitian. Kerangka berpikir ini dapat 
diwujudkan tanpa merinci cara-cara melakukan penelitian yang menerangkan 
tentang dari mana serta bagaimana cara data diperoleh, variabel apa saja yang 
menjadi fokus penelitian, serta bagaimana data yang terkumpul akan dianalisis 
untuk dapat menjawab masalah penelitian. 
Menurut asal katanya “metodologi”, berasal dari kata “metodos” dan “logos” 
yang berarti “jalan ke”. Dengan demikian, penggunaan kata metodologi penelitian 
dimaksudkan, bahwa dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan suatu 
jalan / tata cara tertentu yang sistematis dan konsisten. 
Dengan demikian inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum 
adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum harus 
dilakukan. Disini penulis menentukan metode apa yang akan digunakan, 
spesifikasi / tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, 
bagaimana pengumpulan data akan dilakukan dan analisa data yang dipergunakan. 
1. Metode Pendekatan 
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 Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data 
primer ( hasil dari penelitian di lapangan ) dan data sekunder. 
 Pendekatan yuridis yaitu meliputi hukum hanya sebagai hukum in 
book, yakni dalam mengadakan pendekatan, prinsip-prinsip dan peraturan-
peraturan yang masih berlaku dipergunakan dalam meninjau dan melihat serta 
menganalisa permasalahan yang menjadi obyek penelitian. 
 Pendekatan secara empiris yaitu suatu pendekatan yang timbul dari 
pola berpikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran ayng 
harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat. 
 Sedangkan pendekatan yuridis empiris maksudnya yaitu disamping 
mempelajari peraturan-peraturan yang berpedoman pada segi-segi ilmu hukum 
terutama hukum adat, juga mempelajari masalah-masalah hukum yang terjadi 
dan hidup di lapangan. Hal ini sesuai dengan disiplin ilmu dalam penelitian ini, 
dimana menyangkut berlakunya hukum. 
2. Spesifikasi Penelitian 
 Spesifikasi penelitian yang dipergunakan, adalah berupa penelitian 
deskriptif-analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha 
mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana 
adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. 
 
 Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif 
tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki35. 
 Istilah analitis, mengandung makna mengelompokkan, 
menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori 
maupun dari segi praktek. 
 Penelitian terhadap teori dan praktek, adalah untuk memperoleh 
gambaran tentang faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Spesifikasi 
penelitian yang bersifat analitis, bertujuan melukiskan kenyataan-kenyataan 
yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan obyek yang menjadi pokok 
permasalahan. 
3. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Lokasi 
yang ditunjuk secara purposive tersebut, merupakan tempat yang sering terjadi 
sengketa pertanahan, sehingga dengan demikian diharapkan mudah untuk 
mengetahui sengketa yang berlangsung di samping mudah memahami berbagai 
klasifikasi maupun kearifan masyarakat setempat sebagai pihak-pihak yang 
bersengketa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. 
 
4. Populasi dan Metode Penarikan Sampel 
a. Populasi 
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Populasi atau universe, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau 
gejala atau keseluruhan kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. 
Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerapkali tidak 
mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu36. 
Populasi dalam penelitian ini, adalah unit yang ada sangkut pautnya dengan 
masalah sengketa tanah ulayat di Kabupaten Nabire dan pihak yang terlibat 
langsung dalam penyelesaian sengketa pertanahan tersebut. 
b. Sampel 
Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek 
atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit 
tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai 
keadaan populasi itu, cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai 
sampel. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel haruslah merupakan suatu 
bagian yang representatif dari sebuah populasi. Oleh karena itu dalam suatu 
penelitian pengambilan sampel haruslah dengan benar, jika tidak maka 
sampel yang diambil bukanlah suatu bagian yang representatif dari 
populasi dan kesimpulan yang diperoleh tidak akan dapat digeneralisasikan 
pada populasi yang diteliti. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 
purposive sampling, yaitu penarikan sampling yang dilakukan dengan cara 
mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu yang memberikan 
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kesempatan yang sama bagi setiap unit populasi, untuk terpilih sebagai 
sampel. 
Adapun sampel dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan responden 
adalah : 
Kepala Adat Suku Wate 
Kepala Adat Suku Yeresiam 
Untuk melengkapi data, Peneliti akan melakukan wawancara dengan 
Nara Sumber yang terkait yaitu : 
1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire Provinsi Papua 
2. Kepala Bandar Udara Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua 
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire 
4. Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Nabire Provinsi Papua 
5. Metode Pengumpulan Data 
Dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum pengumpulan data 
merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak 
untuk dilakukan karena data merupakan elemen-elemen penting yang 
mendukung suatu penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, kita 
mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, sehingga 
akan membantuk kita untuk menarik suatu kesimpulan dari obyek atau 
fenomena yang akan diteliti. Semakin tinggi validitas suatu data, akan semakin 
dekat pada kebenaran atau kenyataan setiap kesimpulan yang akan dipaparkan. 
 
Untuk menghantarkan penulis memperoleh gambaran tentang fenomena yang 
diteliti hingga pada penarikan suatu kesimpulan, maka penulis juga tidak 
mungkin terlepas dari kebutuhan akan data yang valid. 
Di sini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :37 
1. Data Primer 
Data Primer dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan cara wawancara. 
Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada responden dan nara 
sumber, untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa pertanahan yang 
terjadi di Kabupaten Nabire Provinsi Papua,  berkaitan dengan tanah hak 
ulayat. Wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah 
dipersiapkan sebelumnya, dengan suatu wawancara yang sudah disusun 
terlebih dahulu. Bentuk pedoman yang dibuat secara bervariasi antar 
pedoman terstruktur dan pedoman yang tidak terstruktur yang disebut semi 
struktur. Dalam hal ini mula-mula diadakan beberapa pertanyaan 
diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut sehingga dapat 
diperoleh jawaban yang mendalam. Pedoman wawancara dimaksud, untuk 
memperdalam data primer dan sekunder lainnya. 
2. Data sekunder diperoleh dari : 
a. Bahan Hukum Primer : 
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Bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan yang 
mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan dasar 
hukum yang terdiri dari : 
1). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria. 
2). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa 
3). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah 
4). Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum 
5). Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah 
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 
b. Bahan Hukum Sekunder, berupa putusan hakim, yang dalam penelitian 
ini belum digunakan oleh peneliti. 
c. Bahan Hukum Tersier, yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. 
 
Data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dimaksudkan 
untuk lebih menetapkan kebenaran data atau infomasi yang diperoleh di 
tempat penelitian,sehingga kebenraran tulisan memiliki validitas yang 
tinggi. Lebih lanjut, bahwa studi komparatif  antara data yang diperoleh 
dalam penelitian dengan bahan teoritis studi pustaka adalah merupakan 
suatu kegiatan analisa. 
6. Metode Analisis Data 
Adapun spesifikasi atau jenis penelitian ini adalah jenis penelitian 
deskriptif, dengan pengertian bahwa data-data yang dihasilkan akan 
memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk 
memperoleh gambaran yang dimaksud maka peneliti mengumpulkan data yang 
bersifat kualitatif, karena data yang dikumpulkan hanya sedikit dan data 
tersebut tidak dapat diklasifikasikan. 
Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif ini maka peneliti 
mempergunakan analisa kualitatif, yatiu data yang diperoleh dipilih dan 
disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk 
mendapatkan deskripsi tentang analisis yuridis penyelesaian sengketa tanah 
ulayat dalam kajian hukum adat dan hukum tanah nasional, untuk selanjutnya 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kabupaten Nabire Provinsi Papua 
Wilayah Kabupaten Nabire berada di pesisir teluk cendrawasih yang secara 
geografis terletak pada posisi antara 134°,35° - 138°,02° bujur timur dan 2°,25° 
- 4°.15’ lintang selatan. 
Luas wilayah Kabupaten Nabire ± 15.350 Km² dengan batas-batas wilayah 
sebagai berikut : 
- Utara  : Teluk Sarera 
- Selatan  : Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Mimika  
- Timur  : Kabupaten Waropen dan Kabupaten Paniai 
- Barat  : Kabupaten Teluk Wondama 
Wilayah distrik/kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten 
lainnya adalah : 
- Di sebelah Barat : Distrik Teluk Umar berbatasan dengan Kabupaten                      
Teluk Wondama              
- Sebelah Timur : Distrik Napan berbatasan dengan Kabupaten Waropen 
- Sebelah Selatan : Distrik Sukikai berbatasan dengan Kabupaten Kaimana 
 
Keadaan topografi Kabupaten Nabire sangat bervariasi mulai dari datar, 
bergelombang, berbukit dan bergunung. Wilayah datar ± 47% dari luas 
wilayah Kabupaten Nabire yang terhampar disepanjang wilayah pantai sedang 
wilayah perbukitan ±53% yang sebagian besar meliputi wilayah pedalaman38. 
Berdasarkan perbedaan geomorfosisnya, Wilayah Kabupaten Nabire dapat 
dikelompokkan menjadi 3 Zone Agrolo sistem yaitu : 
- Zone dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas 
permukaan laut. 
- Zone ketinggian sedang dengan ketinggian 600 – 1500 meter di atas 
permukaan laut. 
- Zone dataran tinggi yaitu diatas 1500 meter diatas permukaan laut. 
Keadaan geologi Kabupaten Nabire mempunyai kaitan erat dengan susunan 
formasi geologi daerah Papua pada umumnya. 
Berdasarkan Data dari Badan Pertanahan Nasional tahun 1996, geologi 
Kabupaten Nabire dapat diuraikan sebagai berikut : 
- Batuan beku : terdiri atas bosalt, tnt, andesit, gabro, diabos, zerpentin 
terzier granit dan diovit praterzier. 
Terdapat di Distrik Napan dan Uwapa. 
- Batuan Zedimen Pratersier : terdiri atas batu gamping, batu pasir, batu 
liat, batu tulis, gneiss dan skeis mesozoikum sampai poleozoikum. 
Tersebar di Distrik Napan, Yaur dan Uwapa. 
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- Zedimen Terzier dan Plestosin tanpa kapur : terdiri atas batu liat, debu 
dan kerikil. 
- Batuan Zedimen teras kwarter dan endapan yang mengisi dataran 
menutupi batu zedimen tersier dan pleistosin baik di daerah dataran 
tinggi maupun dataran rendah. Susunan endapannya berupa pasir, batu 
liat maupun bahan-bahan organik. 
Kabupaten Nabire terdiri dari 17 Distrik/Kecamatan, salah satunya 
adalah Disrik/Kecamatan Nabire dan dalam kecamatan Nabire terdapat 
Kelurahan Morga, Kelurahan Oyehe, serta Kelurahan Karang Mulia yang 
merupakan objek sengketa. Masyarakat pedesaan di Kabupaten Nabire 
penduduknya masih sangat terikat dengan tatanan tradisi dan hukum adat yang 
berlaku secara turun temurun. Sentuhan tradisi dan adat istiradat masih sering 
mewarnai interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu masalah yang 
menyangkut tanah menjadi hal yang riskan di Kabupaten Nabire khususnya 
masyarakat pedesaan yang pada umumnya masih bersentuhan dengan hak 
ulayat yang merupakan hak masyarakat hukum adat terhadap suatu 
wilayah/lokasi tertentu. 
 
E. Alasan-alasan yang melatarbelakangi sengketa tanah hak ulayat di 
Kabupaten Nabire Provinsi Papua. 
Sengketa tanah hak ulayat masyarakat persekutuan hukum adat di 
Kabupaten Nabire berawal dari tuntutan masyarakat terhadap salah satu bagian 
dari tanah-tanah yang telah dilakukan pelepasan hak atas tanahnya pada tahun 
 
1966, dimana diatas tanah tersebut telah dibangun Bandar Udara Nabire. 
Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa berdasarkan Surat Keputusan 
bersama dari Kepala Kampung Oyehe bersama seluruh rakyat nabire, 
tertanggal 6 Mei 1966 No. 001/KPTS/5/1966 tentang penyerahan 3 (tiga) 
bidang tanah kepada Pemerintah dengan sukarela tanpa menuntut ganti 
kerugian, disebutkan bahwa : 
Untuk kepentingan Proyek Pembangunan Nabire dalam arti luas, maka 
menyerahkan dengan sukarela tanpa menuntut ganti kerugian kepada 
Pemerintah sejumlah 3 (tiga) bidang tanah berturutan terletak sebagai berikut: 
1. 5 (lima) kilometer lebar terhitung dari sungai Oyehe melebar ke Timur 
Kejurusan Napan-Weinami dan membujur panjang kedaratan sampai dikaki 
Gunung Tinggi ± 150 (seratus lima puluh) kilometer. 
2. 5 (lima) kilometer lebar terhitung dari sungai Nabire melebar ke Barat 
kejurusan Kampung Hamuku dan membujur panjang ke daratan sampai di 
Kaki Gunung Tinggi ± 150 (seratus lima puluh) kilometer. 
3. Tanah-tanah yang dihimpit oleh sungai Oyehe dan Sungai Nabire ( tanah 
yang terletak di antara sungai Oyehe dan Sungai Nabire), terhitung dari 
pantai membujur panjang kedaratan sampai di kaki Gunung Tinggi ± 150 
(seratus lima puluh) kilometer. 
Surat pelepasan hak atas tanah tersebut telah disepakati oleh Kepala 
Adat Suku Wate pada waktu itu adalah Christian Waray bersama dengan 14 
suku yang berada dibawah Suku besar Wate. Tanah-tanah yang telah melalui 
proses pelepasan hak atas tanah tersebut saat ini telah menjadi ibukota 
 
Kabupaten Nabire, dimana diatas tanah-tanah tersebut telah berdiri berbagai 
macam hak atas tanah dengan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang sah dan 
memiliki kepastian hukum39. 
Dalam perkembangannya, salah satu bagian tanah yang telah 
dilepaskan tersebut, dituntut oleh Suku besar Wate dan Suku Yeresiam agar 
diberi ganti kerugian. Bagian dari tanah yang di tuntut oleh Suku Wate dan 
Suku Yeresiam  adalah tanah yang saat ini berada dalam penguasaan Bandara 
Udara Nabire yang telah bersertifikat atas nama Departemen Perhubungan cq. 
Bandar Udara Nabire dengan perincian sebagai berikut : 
- Sertifikat No. 27/OYH/NBR/93 seluas 540.479 m² 
- Sertifikat No. 26/OYH/NBR/93 seluas   14.680 m² 
- Sertifikat No. 25/OYH/NBR/93 seluas     3.553 m² 
- Sertifikat No. HP.98/1988          seluas     4.717 m² 
- Belum Sertifikat             seluas   20.500 m² 
Luas Tanah Adat sebagaimana tersebut diatas yang seluruhnya seluas 583.929 
m² terlebih dahulu harus dikurangi dengan tanah milik MAF (Mission Aviation 
of Fellowship) seluas 11.811 m² dan tanah milik AMA (American Mission of 
Aviation) seluas 5.093 m² sehingga luas Tanah Adat yang dituntut oleh 
masyarakat adat dan harus dibayarkan oleh Bandara Udara Nabire sebagai 
bentuk kompensasi adalah seluas 571.525 m² dengan harga yang disepakati 
sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per meter persegi atau 
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sebesar Rp. 15.431.175.000,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh satu 
seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)40. 
Menurut Didimus Waray sebagai Kepala Suku Wate, bahwa pada saat 
tanah-tanah yang di serahkan kepada negara pada tahun 1966 dan telah 
disepakati oleh Christian Waray (Kepala Adat Suku Wate pada saat itu) beserta 
14 Suku lainnya, diatas tanah tersebut terdapat berbagai macam tanaman umur 
pendek dan umur panjang yang merupakan hasil dari kegiatan bercocok tanam 
masyarakat pada saat itu belum mendapat ganti kerugian. Sehingga sudah 
sewajarnya pihak Bandara Udara memberikan kompensasi/ganti kerugian 
kepada masyarakat adat, sebagai bentuk pemenuhan hak-hak masyarakat adat. 
Sebab pada tahun 1966, masyarakat Adat Suku Wate telah memberikan tanah 
kepada negara tanpa meminta ganti kerugian 41. 
  Pada saat proses pembangunan Bandar Udara Nabire yang dimulai 
pada tahun 1948-1966, dimana pada saat itu pembukaan lahan Bandara 
dilakukan, dengan mempekerjakan warga masyarakat Adat, pihak pemerintah 
Belanda tidak membayar upah para pekerja tersebut (orang tua mereka), 
sehingga pihak Bandara Udara perlu membayar kepada mereka sebagai bentuk 
kompensasi atas upah yang belum dibayarkan pada waktu itu.  
Kemudian dalam proses pembangunan Bandara Udara, mengakibatkan 
warga penggarap yaitu termasuk didalamnya penebang, penggusur, pemukim 
yang berada di lokasi pembangunan Bandar Udara Nabire harus keluar dari 
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lokasi tersebut sehingga perlu adanya ganti kerugian atas hilangnya mata 
pencaharian sehari-hari termasuk ganti kerugian atas tanaman-tanaman baik 
umur pendek maupun umur panjang yang termasuk didalam lokasi Bandar 
Udara Nabire. Hal ini yang menjadi dasar tuntutan warga masyarakat Adat, 
sehingga pihak Bandara Udara sebagai pihak yang saat ini menguasai dan 
berada di lokasi tersebut perlu membayar hak-hak masyarakat adat yang 
seharusnya diterima oleh mereka42.  
Hal ini dikuatkan dengan Keputusan Badan Musyawarah Adat Suku 
Wate Nomor : Kep.01/BMASW/IX/2005 tentang Pembentukan Lembaga 
Kesaksian Perintis Lapangan Bandar Udara Nabire yang berisi mengenai bukti 
penggarap, penggusur, pekerja dilokasi Bandar Udara Nabire pada tahun 1948-
1966 serta saksi-saksi yang merupakan para tetua adat / orang tua yang masih 
ada dan hidup mengetahui dengan pasti para penggarap, penebang,penggusur 
dan pekerja. 
 Alasan-alasan tuntutan terhadap pengelola Bandara Udara Nabire lebih 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 43: 
1. Alasan Ekonomi 
Beralihnya fungsi tanah dari fungsi sosial ke fungsi ekonomi seiring 
dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat menimbulkan 
ketidakpuasan masyarakat adat. sebab pada saat pelepasan hak atas tanah 
pada tahun 1966, yang dikuatkan dengan Surat Keputusan bersama dari 
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Kepala Kampung Oyehe bersama seluruh rakyat nabire, tertanggal 6 Mei 
1966 No. 001/KPTS/5/1966 tentang penyerahan 3 (tiga) bidang tanah 
kepada Pemerintah dengan sukarela tanpa menuntut ganti kerugian, telah 
jelas disebutkan bahwa proses pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan 
secara sukarela tanpa ganti kerugian. 
Oleh negara, tanah-tanah tersebut kemudian diberikan kepada instansi-
instansi  maupun kepada perseorangan. Proses pembangunan dan 
perkembangan masyarakat membuat harga tanah semakin hari semakin 
meningkat, yang memberikan keuntungan materi kepada pemiliknya. Hal 
ini yang memicu munculnya tuntutan masyarakat adat, sebab pada saat itu 
tanah diserahkan secara sukarela. 
2. Kecemburuan Sosial 
Tanah-tanah yang diserahkan kepada negara secara sukarela tanpa ganti 
rugi tersebut, dalam perkembangannya telah beralih kepada perseorangan 
dengan status Hak Milik, yang memberikan kewenangan kepada pemilik 
tanah untuk mengalihkan tanahnya termasuk melalui jual beli, dimana 
memberikan keuntungan bagi pemilik tanah tersebut. Hal ini menimbulkan 
kecemburuan sosial, sebab pada tahun 1966, yaitu pada saat pelepasan hak 
atas tanah dari masyarakat adat Suku Wate kepada Pemerintah, masyarakat 
Adat tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk materi seperti yang 
diperoleh pemilik tanah saat ini. 
Dari hasil pengamatan penulis dilapangan, ditemukan beberapa hal antara 
lain, tuntutan masyarakat adat ternyata tidak hanya terhadap Bandar Udara 
 
Nabire saja, akan tetapi juga terhadap aset dari Departemen Perhubungan 
Kabupaten Nabire salah satunya adalah Pelabuhan Laut Samabusa. Hal ini 
menunjukkan bahwa permasalahan tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire telah 
mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan, sebab pihak masyarakat 
adat dalam kenyataannya hanya menuntut aset-aset tertentu saja yang memiliki 
nilai ekonomi yang tinggi.  
Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire perlu bertindak tegas dengan tidak 
mentolerir segala bentuk tuntutan masyarakat adat dikemudian hari, artinya 
setiap bentuk tuntutan serta klaim dari pihak manapun termasuk pihak 
masyarakat adat setempat khususnya terhadap tanah-tanah negara, harus 
diselesaikan dalam koridor hukum yang berlaku, yaitu melalui jalur 
pengadilan, sehingga  penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, dan 
memberikan pelajaran dari segi hukum bagi semua pihak.  
 
F. Proses penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire 
Provinsi Papua 
Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di setiap wilayah atau daerah 
harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian 
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan mengacu  UU No. 22 
Tahun 1999 yang terakhir direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah.  
 Pasal 2 ayat (2) PMNA / KBPN No. 5 Tahun 1999  : 
 
“Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila : 
a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum 
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang 
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam 
kehidupannya sehari-hari, 
b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga 
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya 
sehari-hari, dan 
c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan 
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga 
persekutuan hukum tersebut. “ 
 
Berdasarkan Pasal 5 PMNA/KBPN No.5 Tahun 1999, Keberadaan hak 
ulayat ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan, pakar hukum adat, LSM (Lembaga 
Swadaya Masyarakat) dan instansi terkait dengan sumber daya alam. 
Kemudian dituangkan dalam peta dasar, jika batasnya dapat ditentukan sesuai 
tata cara pendaftaran tanah, kemudian digambar peta dasar pendaftaran tanah 
dan dicatat dalam daftar tanah.   
Pasal 3 PMNA / KBPN No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : 
“Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2 tidak dapat dilakukan lagi terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat 
ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6: 
a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak 
atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria; 
b. Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oeh 
instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan 
tata cara yang berlaku.” 
 
Ketentuan tersebut diatas, ditujukan untuk memenuhi kepastian hukum 
bagi para pemegang hak atas tanah. Namun harus dipahami, bahwa perolehan 
tersebut harus dengan itikad baik tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak-
 
pihak tertentu, sehingga benar-benar ada kesepatan para pihak serta terpenuhi 
syarat formal, yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.  
Mengacu pada pasal 2 ayat (2) PMNA / KBPN No. 5 Tahun 1999, 
eksistensi masyarakat hukum adat di Kabupaten Nabire sudah kabur, hal ini 
disebabkan oleh : 
1. Sistem Pemerintahan Adat sudah tidak ada lagi. 
2. Susunan dan struktur masyarakat hukum adat sudah tidak jelas. 
3. Batas wilayah tertentu tidak jelas. 
4. Hubungan langsung antara masyarakat hukum adat dengan tanah 
wilayahnya sudah tidak nyata44. 
Eksistensi Hak Ulayat masyarakat Adat di Kabupaten Nabire dapat 
dikatakan sudah semakin lemah, sebab pemerintah daerah bersama-sama para 
pakar hukum adat, masyarakat hukum adat dan lembaga swadaya masyarakat 
serta instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam, yang ditunjuk untuk 
melakukan penelitian dan penentuan apakah masih ada hak ulayat dengan 
syarat : 
a. Terdapat sekelompok orang yang merasa terikat oleh tatanan huukum 
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang 
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut 
dalam kehidupannya sehari-hari, 
                                                 
44 K.Aris Purwanto, Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Nabire, Wawancara, 14 Mei 2008 
 
 
b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga 
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan 
hidupnya sehari-hari, 
c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan 
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga 
persekutuan hukum tersebut, 
Ternyata tidak melakukan penelitian tersebut, disebabkan tidak diketahuinya 
batas-batas yang jeals antara tanah ulayat satu dengan lainnya sehingga cukup 
membingungkan bagi pemerintah daerah. Hal lain yang menyebabkan 
pemerintah daerah kurang menanggapi tanah ulayat adalah karena masyarakat 
adat sendiri belum ada yang mengangkat permasalahan tanah ulayat ini dalam 
suatu seminar yang hasilnya akan diajukan ke DPRD untuk dikeluarkan sebuah 
Perda. 
Sengketa tanah terjadi apabila ada benturan kepentingan antara dua 
pihak atau lebih yang merasa mempunyai hak yang sama atas suatu bidang 
tanah yang sama. Dalam hal ini maka para pihak akan melakukan segala usaha 
untuk membuktikan bahwa dirinya yang paling berhak, sehingga tidak jarang 
dalam kondisi yang seperti itu maka akan banyak pihak yang dirugikan dan 
menimbulkan gangguan bagi masyarakat yang ada disekitarnya.  
Pada tahun 2000, masyarakat Adat Suku besar Wate beserta dengan 
Suku Yeresiam menuntut ganti kerugian atas tanah Bandara Udara Nabire. 
Padahal pihak Bandara Udara telah memiliki sertifikat sebagai alat bukti yang 
kuat atas kepemilikan tanah yang  menjadi Bandara Udara Nabire berdasarkan 
 
sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Nabire. Hal ini yang memunculkan pertanyaaan besar, bagaimana 
pihak yang secara sah memiliki tanah tersebut harus membayar sejumlah uang 
atas tuntutan masyarakat adat tersebut? 
Dalam penyelesaian sengketa hak ulayat di Kabupaten Nabire, 
dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, antara masyarakat adat Suku 
besar Wate dan Suku Yeresiam dengan pihak Bandara Udara Nabire, dan pihak 
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire bertindak selaku mediator / 
penengah untuk menyelesaikan sengketa pertanahan ini. 
Penyelesaian sengketa pertanahan ini dilakukan melalui cara non 
litigasi atau ADR (Alternatif Dispute Resolution), sebenarnya merupakan 
model penyelesaian yang cocok dengan karakter dan cara hidup masyarakat 
yang bersifat kekeluargaan, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa 
melalui lembaga pengadilan yang cenderung bersifat konfrontatif, lebih 
memperhitungkan menang dan kalah, lebih memperhitungkan aspek yang 
bersifat materealistik dan mengabaikan unsur sosial dalam masyarakat yang 
bersifat kekeluargaan dan gotong royong.  
Ada berbagai alasan yang mendorong masyarakat adat tersebut lebih 
memilih melalui menyelesaikan sengketa tanahnya melalui cara non litigitasi, 
antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :45 
1. Penyelesaian sengketa secara alternatif lebih dipilih oleh masyarakat 
karena penyelesaian dengan cara ini ini biayanya relatif murah bahkan 
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cuma-cuma. Mereka menyadari bahwa tidak mungkin mereka 
menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum karena biayanya mahal, 
sedangkan mereka sebagian bermatapencarian bercocok tanam. 
2. Hal yang mendorong mereka memilih menggunakan cara alternatif, karena 
cara ini sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap 
terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah 
diantara mereka. Cara seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun 
bahkan sudah secara turun temurun. 
3. Waktu penyelesaian yang relatif singkat juga menjadi alasan yang 
mendorong masyarakat memilih penyelesaian secara alternatif.   
Penyelesaian sengketa secara non litigasi atau alternatif  relatif lebih 
mengutamakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu 
penyelesaian dengan cara ini juga lebih mengedepankan aspek kekeluargaan 
dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan yang ada dalam 
masyarakat yang heterogen, yang mana hal ini ini identik dengan masyarakat 
pedesaan yang digambarkan sebagai masyarakat yang mengedepankan sisi rasa 
tanpa mengedepankan sisi rasional, sifat komunalistik, hubungan satu terhadap 
yang lainnya yang cenderung tanpa pamrih karena mereka merupakan 
kelompok masyarakat yang dalam interaksi sosialnya didasarkan pada 
kesukarelaan yang tinggi dalam berkorban terhadap anggota masyarakat 
lainnya. 
Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana 
penyelesaian dimana penyelesaian dengan cara ini memerlukan biaya yang 
 
relatif besar dan memerlukan biaya yang relatif lama karena prosesnya cukup 
panjang dalam beracara. Karena alasan tersebutlah sehingga masyarakat 
menghindari penyelesaian melalui pengadilan. Selain alasan tersebut dalam 
masyarakat juga telah tertanam pikiran bahwa penyelesaian melului pengadilan 
hanya akan mewujudkan keadilan bagi mereka yang mempunyai kekuasaan 
dan memiliki materi yang relatif mapan. 
 Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam penelitian ini penulis tidak 
memilah-milah penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada jenis 
sengketa tanahnya, yang digunakan cara-cara penyelesaian yang relatif sama. 
Terhadap dasar aturan dalam proses penyelesaian sengketa, yang menyangkut 
proses beracaranya maupun hukum materiil yang berlaku dan menjadi dasar 
dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif. Landasan aturan 
penyelesaian sengketa secara alternatif pada sengketa ini tidak semata-mata 
bersifat formalistik. Setidaknya ada tiga (3) kelompok aturan yang digunakan 
sebagai dasar atau landasan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi 
secara damai. Aturan tersebut adalah : 
a. Peraturan-Peraturan Negara 
Peraturan-Peraturan negara yang dimaksud dalam hal ini meliputi segala 
peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh negara atau 
pemerintah yang mengatur mengenai tanah. Peraturan yang dimaksud 
antara lain Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-undang Otonomi 
Khusus, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran 
 
Gubernur yang mengatur mengenai permohonan hak milik yang berasal 
dari hak garap dan sebagainya. 
b. Peraturan Kelurahan/Distrik 
Peraturan kelurahan/distrik dalam hal ini setidaknya meliputi buku induk 
tanah, kepemilikan segel tanah oleh pemilik tanah dan sebagainya. 
Peraturan tersebut pada dasarnya berisi keterangan dan petunjuk mengenai 
penguasaan serta kepemilikan tanah di wilayah kelurahan tersebut. 
c. Peraturan Masyarakat Adat Setempat. 
Peraturan masyarakat setempat pada dasarnya merupakan kebiasaan-
kebiasaan yang sudah sering digunakan sebagai aturan. Kebiasaan tersebut 
sudah dibakukan dan dianggap benar dan bermanfaat bagi masyarakatnya. 
Aturan yang biasa digunakan untuk menyelesaikan sengketa yaitu  dengan 
cara para-para yaitu rapat bersama dengan cara duduk bersama dan saling 
mengutarakan pendapat antara para pihak (masyarakat adat dan pihak 
pengelola Bandara Udara), untuk dicarikan jalan keluar dari permasalahan 
yang terjadi. 
 Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dalam masyarakat tidak 
menentukan berhasilnya penyelesaian sengketa tanah terjadi. Salah satu faktor 
yang menentukan suksesnya atau berhasilnya suatu sengketa tanah adalah 
kebijakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat. Seringkali 
terjadi sengketa tanah diselesaikan bukan dengan mendasarkan pada hukum 
formal yang berlaku, akan tetapi didasarkan pada kebijakan serta kewibawaan 
 
dari juru penengahnya atau mederatornya yang diwujudkan pada keseganan 
dari para pihak yang bersengketa untuk menerima hasil-hasil keputusan.           
Dari uraian tersebut diatas maka dalam hal ini para pihak akan 
melakukan segala usaha untuk membuktikan bahwa dirinya yang paling 
berhak, sehingga tidak jarang banyak pihak yang dirugikan dan menimbulkan 
gangguan bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, maka para 
pihak akan berusaha untuk menyelesaiakan sengketa yang terjadi dan cara 
penyelesaian yang akan mereka tempuh pertama kali adalah secara damai 
dengan cara non litigasi atau alternatif. 
  Dalam penyelesaian sengketa alternatif ada tahapan dalam proses 
penyelesaiaannya. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui cara non litigasi 
atau alternatif secara umum dibagi dua (2) tahap yaitu :  46 
1. Tahap Musyawarah. 
Pada tahap ini terdapat beberapa proses yang harus dilalui oleh para pihak 
yang terlibat. Pihak Pemerintah Daerah melalui Bupati Kabupaten Nabire 
menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Nabire.  
Panitia Pengadaan Tanah tersebut mempuyai tugas : 
a. Membantu Bupati dalam mengambil keputusan mengenai bentuk dan 
besarnya ganti rugi dalam hal ada keberatan terhadap keputusan ini. 
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b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, 
tanaman, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lain yang ada kaitannya 
dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan dan 
dokumen yang mendukungnya. 
c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atas 
tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang 
mendukungnya. 
d. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang hak 
atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan. 
e. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas 
tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut. 
f. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah 
dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka 
menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. 
g. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para 
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, tumbuh-tumbuhan dan 
benda-benda lain yang ada diatas tanah. 
h. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
Susunan Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Nabire terdiri dari : 
a. Bupati Nabire selaku Ketua 
b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire selaku Wakil Ketua 
 
c. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Nabire selaku 
Sekretaris II merangkap Anggota 
d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire selaku Anggota 
e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire selaku Anggota 
f. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Nabire selaku Anggota 
g. Kepala Bandara Nabire selaku Anggota 
h. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Nabire selaku 
Anggota 
i. Kepala Distrik Nabire selaku Anggota 
j. Kepala Kelurahan : 
1) Oyehe  
2) Morgo 
3) Karang Mulia 
k. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah selaku Sekretaris II bukan Anggota 
Proses berikutnya adalah melakukan musyawarah untuk mencapai 
kesepakatan mengenai besarnya ganti kerugian. Dalam musyawarah yang 
dilakukan pada 7 Januari 2003, tercapai kesepakatan bersama antara 
Pemerintah dengan Masyarakat Adat Nabire tentang Langkah-Langkah 
Penyelesaian Permasalahan Tanah di Bandar Udara Nabire dimana 
sebelumnya telah terjadi kesepakatan yang pada tanggal 3 Januari 2003 
antara Bupati Nabire, Ketua DPRD Tk II Nabire, Kepala Bandar Udara 
Nabire, Pemda Nabire, Kepala BPN Kabupaten Nabire, Kepala Distrik 
Nabire, Panitia Tanah Daerah dan Panitia Tanah Pusat.  
 
Dalam musyawarah tersebut dicapai kesepakatan bahwa luas tanah adat 
yang akan diberikan kompensasi adalah seluas 571.525 m² dengan harga 
yang disepakati sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 
meter persegi atau sebesar Rp. 15.431.175.000,- (lima belas milyar empat 
ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).  
Mengenai cara pembayaran kompensasi kepada para pemilik tanah 
adat, penggarap, penggusur dan penebang hanya dapat dilakukan setelah 
ada kesepakatan diantara para kepala suku yang dituangkan dalam 
Kesepakatan Bersama yang diketahui oleh Pemerintah Daerah, Kantor 
Badan Pertanahan Nasional dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nabire. 
Selanjutnya disebutkan bahwa pembayaran kompensasi sebagaimana 
dimaksud diatas atau kompensasi sebesar Rp. 15.431.175.000,- akan 
dilakukan secara bertahap. Untuk diketahui bahwa sampai saat penulisan 
ini di angkat, pembayaran kompensasi kepada para pemilik tanah adat, 
penggarap, penggusur dan penebang telah sampai pada pembayaran tahap 
ke 5 dari 6 tahap pembayaran. 
2. Tahap Pelaksanan Hasil Musyarawah47. 
Pada tahap ini maka para pihak akan melaksanakan kesepakatan yang telah 
dicapai dalam musyawarah, berdasarkan hasil kesepakatan yang telah 
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dilakukan sebelumnya antara pihak Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan 
Nasional, Bandar Udara Nabire dengan pihak masyarakat adat.  
Selanjutnya penulis akan menjelaskan menjelaskan secara rinci 
mengenai proses penyelesaian sengketa tanah secara alternatif. Berdasarkan 
hasil penelitian yang diperoleh penulis di daerah penelitian, dalam proses 
penyelesaian sengketa diantaranya adalah dengan ditindaklanjuti adanya 
aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan diantara pihak-pihak tersebut, 
antara lain : 
a. Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dengan Masyarakat 
Adat Nabire tentang Langkah-langkah Penyelesaian Permasalahan 
Tanah di Bandar Udara Nabire yang dibuat pada tanggal 7 Januari 2003 
antara Pihak Bandar Udara yang diwakili oleh Kepala Bandar Udara 
Nabire yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 
sebagai Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam hal ini Kepala Suku 
Wate, Kepala Suku Yeresiam, Wakil Penggarap. 
b. Keputusan Badan Musyawarah Adat Suku Wate Nomor : 
Kep.01/BMSAW/IX/2005 tentang Pembentukan Lembaga Kesaksian 
Perintis Lapangan Bandara Udara Nabire. 
Perlu dibentuknya suatu lembaga kesaksian dari pihak masyarakat adat 
Suku Wate sebab bukti-bukti tertulis mengenai penggarap, penebang, 
penggusur dan pekerja di lokasi Bandar Udara Nabire pada tahun 1948 
sampai dengan tahun 1966 tidak dapat dibuktikan secara otentik. Hal ini 
dilakukan sebagai sarana pembuktian sesuai kesaksian yang akan 
 
diberikan, untuk memenuhi ketentuan hukum mengenai bukti 
penggarap, penebang, penggusur, pekerja di lokasi bandar udara Nabire 
pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1966 berupa saksi-saksi tua-tua 
adat/ orang tua yang mengetahui, menyaksikan penggarapan, 
penebangan, penggusur dan pekerja. 
Masa tugas Lembaga Kesaksian Perintis Lapangan Bandar Udara 
Nabire berlaku sampai dengan selesainya pembayaran kompensasi atas 
Lapangan Bandar Udara Nabire secara keseluruhan yang terdiri dari 
enam (6) tahap pembayaran. 
Tugas dan Wewenang  Lembaga Kesaksian Perintis Lapangan Bandara 
Udara Nabire antara lain : 
- Membuat daftar penggarap, penebang, penggusur dan pekerja atas 
lokasi Bandara Udara Nabire dengan benar dan sungguh-sungguh 
sesuai yang diketahui sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1966 
- Daftar tersebut berisi identitas lengkap dan atau pekerjaan pada saat 
itu 
- Mengidentifikasi ahli waris bila yang bersangkutan meninggal 
dunia melalui kelengkapan adminstrasi berupa KTP maupun 
Keterang Ahli Waris. 
Sesuai dengan ketentuan adat maka anggota Lembaga Kesaksian 
Perintis Lapangan Bandar Udara Nabire sebelum melaksanakan 
tugasnya terlebih dahulu diangkat sumpah menurut adat dihadapan 
Kepala Suku Besar Wate. 
 
c. Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Hak Ulayat/Tanah Adat dan Garapan 
(Penebangan,Penggusuran, Pemukiman) yang masuk lokasi Bandar 
Udara Nabire yang ditandatangani dan disetujui oleh Pihak Pertama ( 
Kepala Bandar Udara Nabire) bersama dengan Pemilik Tanah Hak 
Ulayat/Tanah Adat,Penggarap dengan disaksikan oleh saksi-saksi. 
d. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Nabire 
Nomor 01/KPTS/PPTP/2005 tentang Bentuk dan Besarnya Nilai Ganti 
Kerugian/Kompensasi Tanah Hak Ulayat/Tanah Adat, Penggarap 
(Penebang,Penggusur,Pemukim) yang Masuk Lokasi Bandar Udara 
Nabire, yang berisi tentang besarnya nilai kompensasi / ganti kerugian 
atas tanah Hak Ulayat / Tanah Adat, Penggarap, (Penebang, Penggusur, 
Pemukim), Tanaman-tanaman serta benda-benda lain yang berada 
diatas dan dibawah tanah, sesuai besar tanah yang telah dikuasai oleh 
Pihak Bandar Udara Nabire termasuk nama-nama yang berhak 
menerima Ganti Kerugian / Kompensasi Tanah Hak Ulayat / Tanah 
Adat, Penggarap (Penebang, Penggusur, Pemukim). 
Sampai saat ini, tahapan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak 
Bandar Udara kepada Pihak masyarakat Adat Suku Wate, Suku Yeresiam 
maupun kepada Penggarap ( Penebang, Penggusur, Pemukim ) sampai tulisan 
ini diangkat adalah sampai pada tahap ke V dengan perincian sebagai berikut : 
Total Pembayaran Tanah : Rp. 15.431.175.000 
Tahap I : Rp. 3.000.000.000,- 
Tahap II : Rp. 1.706.020.000,- 
 
Tahap III : Rp. 2.240.000.000,- 
Tahap IV : Rp. 3.900.000.000,- 
Tahap V : Rp. 2.500.000.000,- 
Sudah terealisasi    : Rp. 13.346.020.000,- 
Sisa yang masih harus di bayar : Rp.   2.085.155.000,- 
 
Potongan-potongan yang harus diselesaikan : 
- Utang Pajak Pph 5 % Tahap I dan II sebesar Rp. 225.889.000,- (setelah 
dikurang honor Panitia 4 %) 
- Kendaraan Bandar Udara Nabire ± Rp. 250.000.000,- (sebagai ganti 
kerugian atas kendaraan roda empat yang pada awal tuntutannya di sita oleh 
pihak masyarakat adat). 
Pada tahap selanjutnya dalam proses penyelesaian sengketa secara 
musyawarah, para pihak akan menyimpulkan apa yang telah dibicarakan 
sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah 
diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi sengketa yang terjadi, maka 
kesepakatan tersebut akan dibuatkan draft terlebih dahulu untuk kemudian 
dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis yang akan ditandatangani 
oleh para pihak yang bersengketa dan saksi-saksi. Penandatanganan perjanjian 
tersebut tidak dilakukan pada saat itu juga akan tetapi akan dilakukan pada 
waktu yang berbeda, yaitu pada saat akan dimulainya tahap pembayaran ganti 
kerugian. 
 
Pada setiap sengketa tanah masing-masing mempunyai karakteristik-
karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada 
dasarnya dalam setiap penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi atau 
non litigasi/alternatif di dalamnya terdapat hal-hal yang menghambat jalannya 
musyawarah ataupun pelaksanaan hasil musyawarahnya. 
Hambatan-hambatan dalam musyawarah tersebut dapat disebabkan oleh 
beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang 
bersengketa (subjeknya) dan objek yang disengketakan dan faktor eksternal 
yang berasal dari pihak lainnya.      
Faktor internal yang  menghambat jalannya proses penyelesaian 
sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire antara lain   : 
1. Temperamen. 
Para pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang 
menghambat dalam proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan 
temperamen mereka. Temperamen para pihak dalam proses musyawarah 
sangat berpengaruh dalam proses musyawarah. Musyawarah kadang tidak 
dapat berjalan dengan lancar karena salah satu para pihak dalam hal ini 
pihak yang menuntut lebih menggunakan emosi daripada logikanya dalam 
bermusyawarah dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnya 
dan lebih menganggap dirinya yang paling benar. Dengan sikap seperti 
 
inilah yang membuat musyawarah menjadi tidak kondusif karena tidak ada 
pihak yang mau mengalah.48 
2. Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan terkadang menjadi faktor penghambat. Hal ini 
dapat dilihat dari tingkat pendidikan responden yang merupakan pihak 
yang mengajukan tuntutan ganti kerugian mempunyai tingkat pendidikan 
yang relatif rendah. Sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan 
untuk memahami hal yang menjadi fokus dari sengketa yang 
dimusyawarahkan dan menyebabkan permasalahan ini menjadi semakin 
rumit untuk diselesaikan. Tingkat pendidikan yang relatif rendah 
menyebabkan pula masyarakat tidak memahami dan mentaati aturan 
hukum yang berlaku.49 
3. Tingkat Kedisiplinan 
Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa juga 
menjadi salah satu faktor penghambat. Disiplin disini adalah dalam 
pengertian para pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakan segala 
bentuk kesepakatan yang telah disepakati dan telah disetujui oleh para 
pihak. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan terhadap kesepakatan 
yang telah di setujui tersebut seringkali dilanggar oleh mereka. Hal ini 
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dapat dilihat dari masih sering muncul klaim dari oknum masyarakat adat 
yang merasa berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut.50 
4. Ketidakjelasan Batas Tanah 
Berdasarkan informasi melalui wawancara yang diperoleh dari K. Aris 
Purwanto selaku Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire, diketahui bahwa sampai saat ini 
belum dibuat Peta Bumi untuk  menunjukkan secara pasti letak, luas dan 
batas-batas tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire. Hal ini yang menjadi 
faktor penghambat dalam proses pembangunan, sebab sering sekali terjadi 
sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire akibat tidak adanya 
kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah Hak Ulayat di 
Kabupaten Nabire Provinsi Papua. 
 Faktor eksternal yang menghambat musyawarah merupakan faktor lain 
yang tidak bersumber dari subyek maupun obyek sengketa yang dapat 
disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam sengketa tanah hak ulayat 
adalah pihak-pihak lain selain pihak yang bersengketa, yaitu munculnya pihak-
pihak yang berasal dari suku-suku lain, kemudian mengklaim merupakan pihak 
yang juga mempunyai hak yang sama atas tanah hak ulayat yang menjadi 
obyek sengketa dan mengajukan keberatannya, sehingga memunculkan 
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masalah baru yang harus diselesaikan sehingga menghambat jalannya 
musyawarah dan penyelesaian sengketa tersebut51. 
 Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah hak 
ulayat baik pada saat proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaan 
hasil musyawarah sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk 
memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi penyelesaian 
permasalahan tersebut. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak 
untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga sengketa tanah 
hak ulayat seperti ini tidak akan terjadi lagi dikemudian hari demi menjamin 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara 
kepada responden dan didukung oleh narasumber di Kabupaten Nabire serta 
berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Alasan-alasan yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat 
adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor 
kecemburuan sosial. Faktor ekonomi muncul karena tanah-tanah yang telah 
dilepaskan oleh Suku besar Wate dan Suku Yeresiam melalui proses pelepasan 
hak atas tanah kepada negara ( Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire ) pada 
saat itu dilakukan secara sukarela dan tanpa ganti kerugian, sedangkan saat ini 
harga tanah cenderung meningkat sejalan dengan pesatnya pembangunan di 
Kabupaten Nabire serta tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat 
adat yang semakin meningkat. Faktor kecemburuan sosial muncul karena 
tanah-tanah tersebut saat ini telah berdiri berbagai macam hak atas tanah salah 
satunya Hak Milik perserorangan,  yang memberikan kewenangan kepada 
pemiliknya untuk mengalihkan tanah tersebut termasuk melalui jual beli, yang 
memberikan keuntungan secara materi. 
2. Proses penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire dilakukan 
secara non litigasi yaitu secara musyawarah untuk diperoleh kesepakatan atas 
tuntutan masyarakat adat Suku Wate dan Suku Yeresiam. Terdapat dua (2) 
tahapan yaitu tahap musyawarah dan tahap pelaksanaan hasil musyawarah. 
Pada tahap musyawarah dicapai kesepakatan antara masyarakat adat dengan 
pengelola Bandara Udara Nabire yaitu kompensasi pembayaran lokasi Bandar 
 
Udara Nabire seluas 571.525 m² dengan harga yang disepakati sebesar 
Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per meter persegi atau sebesar 
Rp.15.431.175.000,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus 
tujuh puluh lima ribu rupiah).  
Pada tahap pelaksanaan hasil musyawarah dilakukan realisasi hasil 
kesepakatan yaitu pembayaran kompensasi/ganti kerugian lokasi Bandar Udara 
Nabire yang dilakukan dalam enam (6) tahap pembayaran, untuk tahap ke I 
dimulai pada tahun 2003 dan sampai saat ini telah dilaksanakan sampai pada 
tahap ke V. 
Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses musyawarah antara 
masyarakat adat dan pengelola Bandar Udara Nabire antara lain dipengaruhi 
oleh faktor internal yaitu temperamen, tingkat pendidikan, tingkat kedisiplinan, 
serta ketidakjelasan batas tanah. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor 
eksternal yaitu munculnya pihak ketiga yang berasal dari suku-suku lain diluar 
para pihak yang bersengketa.  
B. Saran. 
Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba memberikan saran 
yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu : 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire perlu membuat peta bumi tentang letak, 
luas maupun batas-batas tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire, sehingga di 
kemudian hari tidak terjadi permasalahan-permasalahan menyangkut sengketa 
tanah hak ulayat ini. 
 
2. Perlu ketegasan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, agar setiap tuntutan 
masyarakat yang berkaitan dengan tanah-tanah yang telah di lepaskan oleh 
masyarakat adat Suku Wate tidak dilakukan secara musyawarah, akan tetapi 
melalui jalur Pengadilan, untuk memberikan kepastian hukum terhadap para 
pemegang hak atas tanah yang telah memiliki sertifikat sebagai alat bukti yang 
kuat.  
3. Sosialisasi hasil musyawarah dan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak 
kepada masyarakat khususnya masyarakat persekutuan hukum adat Suku Wate 
dan Suku Yeresiam sangat diperlukan, sehingga tidak muncul lagi bentuk 
klaim sepihak terhadap obyek sengketa hak ulayat tersebut, sebab sampai saat 
ini masih ada tuntutan-tuntutan serupa yang mengatasnamakan Suku Wate dan 
Suku Yeresiam. 
4. Perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat 
hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat dengan 
jalan peningkatan penyuluhan hukum di bidang pertanahan, terutama yang 
berkaitan dengan tanah ulayat. 
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